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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 1, 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020, 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 19553 Nomor Yj sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambanan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1909 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat Ii Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan mengubah Undang-Undans Nomor 27 Tahun 195a 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
SI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 385i), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UuUs 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), 

4. Undang-undang ...
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442i), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Ncgara Republik Indonesia Nomor 50449), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah heberana 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomur 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeraki 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 

5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kcuangan Dacran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 

9155), 

12. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrauf Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lemharan 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

iIndoncsia Nomor 6178), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6270), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelnlaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2UUo 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2UV0 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655): 

21. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6): 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Baritu 

Utara Nomor 1): 

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2019 Nomor 18): 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

1. Pendapatan : 

  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 121.270.613.000,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 887.223.747.000,00 

c. Lain-lain pendapatan vang sah Rp. 171.223.443.760,00 

Jumlah Pendapatan .................... Rp. 1.179.717.803.760,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak langsung : 

  

  

  

1) Belanja pegawai Rp. 512.157.839.038,00 

2) Belanja bunga Rp. 0,00 

3) Belanja subsidi Rp. 0,00 

4) Belanja hibah Rp. 25.958.900.000,00 

5) Belanja bantuan sosial Rp. 6.018.000.000.00 

6) Belanja bagi hasil Rp. 3.358.644.695,00 

7) Belanja bantuan keuangan Rp. 167.535.445.900,00 

8) Belanja tidak terduga Rp. 2.000.000.000,00 

Rp. 717.028.829 633.00 

b. Belanja Langsung : 

1) Belanja Pegawai Rp. 80.809.158.968,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 199.468.927.715.00 

3) Belanja Modal Rp. 227.946.768.850,00 

Rp. 508.224.855.533,00 

Jumlah Belanja mera Rp. 1.225.253.685 166.00 

Surflus/ (Defisit) ....................... (Rp. 45.535.881.406,00) 
  

3. Pembiayaan ..



3. Pembiayaan : 

  

  

a. Penerimaan Rp. 191.233.827.480,00 

b. Pengeluaran Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto......... Rp. 191.233.827.480,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 115.697.018. 074100 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran dan Bcianja Dacrah scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Rupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran dan Bclanja Dacrah scbagaimana dimaksud daiam Pasal i 

terinci lebih lanjut dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Anggaran dan Bcianja Dacrah yang ditctapkan dalam 

Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satian kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentiian perindansa 

undangan. 

Pasai 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturari 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Ditetapkan di Muara leweh 

pada tanggal 26 Desember 2019 

BUPATI BARITO UTARA, 

NADALSYAH 

Diundangkan di Muara Teweh 

pada tanggal 26 Desember 2010 

SEKRETARIS DAERAH, 

1“ 

JAINAL ABIDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 33 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SUG WALUYO 

NIP. 19670413 199403 1012


